
 

 

e-ISSN 3032-601X & p-ISSN 3032-7105 

Vol. 1, No. 1, Januari 2024 



 

 

MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research is a scholarly 

journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various 
topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, 
Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics. 

MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research is an open-access 

journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them 
for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors 

before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to 
either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author 
concerned. 

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology 

and Educational Research 

Vol. 1, No. 1, Januari 2024 

Pages: 46-50 
 

Kemitraan Kebijakan dalam Mewujudkan Kemandirian Desa 
 

Hasyim Adnan 
 

Administrasi Publik, STISIP Banten Raya, Pandeglang, Indonesia 
 

 
Article in Journal of MISTER  

Available at : https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister 

DOI : https://doi.org/10.32672/mister.v1i1.2299 

 

How to Cite this Article 

APA : Adnan, H. (2024). Kemitraan Kebijakan dalam Mewujudkan Kemandirian 

Desa. Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and 
Educational Research, 1(1), 46–50. 

https://doi.org/10.32672/mister.v1i1.2299 

Others Visit : https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH 
 https://jurnal-serambimekkah.org/index.php/mister 

 

          

 

Copyright © 2024 The Author(s) This article is distributed under a  

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 

    46 

 e-ISSN 3032-601X & p-ISSN 3032-7105 
 

 
  

 

  

 

Kemitraan Kebijakan dalam Mewujudkan Kemandirian Desa 
 

Hasyim Adnan 

Administrasi Publik, STISIP Banten Raya, Pandeglang, Indonesia 
 

*Email Korespodensi: joeadnan@gmail.com 

  

Diterima: 20-01-2024 | Disetujui: 26-01-2024 | Diterbitkan: 30-01-2024 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

ABSTRACT 

Policy partnerships between village governments, communities, and the private sector are key in realising 

village independence. This research analyses the role of policy partnerships in improving the welfare of 

village communities and accelerating village development. The research method used is literature study 

and case analysis. The results show that policy partnerships can encourage innovation, improve the 

efficiency of resource use, and strengthen community participation in village development. However, 

challenges such as weak coordination and differences in interests can hinder the success of policy 

partnerships. 
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 ABSTRAK 

Kemitraan kebijakan antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak swasta menjadi kunci dalam 

mewujudkan kemandirian desa. Penelitian ini menganalisis peran kemitraan kebijakan dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mempercepat pembangunan desa. Metode penelitian 

yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan 

kebijakan dapat mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan memperkuat 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Namun, tantangan seperti koordinasi yang lemah dan 

perbedaan kepentingan dapat menghambat keberhasilan kemitraan kebijakan. 
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 PENDAHULUAN 

Pembangunan desa merupakan aspek krusial dalam proses pembangunan nasional yang 

berkelanjutan. Desa memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial, namun 

sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang kurang 

memadai, dan kapasitas administratif yang terbatas(Sinaga & Hidayat, 2016). Untuk menghadapi 

tantangan-tantangan ini dan mewujudkan kemandirian desa, diperlukan pendekatan yang melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan(Putra et al., 2020). Policy Partnership atau kemitraan kebijakan 

merupakan pendekatan strategis yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat 

sipil, dan lembaga-lembaga lain dalam merancang dan melaksanakan kebijakan(Susanti et al., 2018). 

Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan keahlian yang tersedia, serta memastikan 

bahwa kebijakan yang diterapkan lebih efektif dan berkelanjutan(Putri & Fachmi, 2022). Policy Partnership 

memiliki beberapa tujuan utama dalam konteks mewujudkan kemandirian desa (Mulyono, 2014). 

Peningkatan Kapasitas Desa Pengembangan Keterampilan Melalui kemitraan, desa dapat 

memperoleh pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, baik di 

level pemerintahan desa maupun masyarakat. Penyediaan Teknologi dan Infrastruktur Kolaborasi dengan 

sektor swasta dan lembaga lain dapat membantu dalam penyediaan teknologi dan infrastruktur yang 

diperlukan untuk pembangunan desa. Penguatan Ekonomi Lokal Diversifikasi Ekonomi Kemitraan dengan 

sektor swasta dapat mendorong investasi dan diversifikasi ekonomi di desa, seperti pengembangan usaha 

kecil dan menengah (UKM) dan produk lokal.Peningkatan Akses Pasar: Kemitraan dapat membuka akses 

pasar yang lebih luas bagi produk-produk desa, baik di tingkat lokal maupun nasional. Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik Efisiensi Layanan Kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah dan sektor swasta dapat 

meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik di desa. Inovasi dalam Pelayanan: Kemitraan 

memungkinkan adopsi inovasi dan praktik terbaik dari berbagai sektor untuk meningkatkan pelayanan 

publik. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Partisipasi Aktif Policy partnership mendorong keterlibatan 

masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat terakomodasi. 

Keterbukaan dan Transparansi Kemitraan yang efektif memastikan adanya transparansi dalam 

pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Penerapan policy partnership dalam pembangunan 

desa sering kali menghadapi beberapa tantangan(Fajriantina Lova & Rizqi Amaliyah, 2022) seperti 

Koordinasi dan Sinergi Mengkoordinasikan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda bisa menjadi 

tantangan. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu dikelola dengan baik untuk 

mencapai tujuan bersama. Ketergantungan pada Sumber Daya Eksternal Terkadang, kemitraan dapat 

menciptakan ketergantungan pada sumber daya atau dukungan eksternal yang mungkin tidak selalu stabil 

atau berkelanjutan. Kesenjangan Keterampilan dan Pengetahuan Perbedaan dalam keterampilan dan 

pengetahuan antara berbagai pemangku kepentingan dapat menghambat efektivitas kemitraan. Untuk 

memaksimalkan manfaat dari policy partnership(Sotya Partiwi Ediwijoyo et al., 2020) beberapa pendekatan 

strategis dapat diterapkan Pemetaan Pemangku Kepentingan Identifikasi dan analisis pemangku 

kepentingan utama yang terlibat dalam pembangunan desa, serta kebutuhan dan sumber daya masing-

masing.Pengembangan Rencana Aksi Bersama Merancang rencana aksi yang jelas dan terukur dengan 

kontribusi dari semua pihak yang terlibat, menetapkan tujuan dan indikator keberhasilan yang 

spesifik.Komunikasi dan Koordinasi yang Efektif Membangun saluran komunikasi yang efektif dan 

mekanisme koordinasi untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dan berkolaborasi secara 

konstruktif.Evaluasi dan Penyesuaia: Melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan dan hasil dari 

kemitraan, serta melakukan penyesuaian sesuai dengan umpan balik dan perubahan kondisi. 



 
 

 
Kemitraan Kebijakan dalam Mewujudkan Kemandirian Desa 

(Hasyim Adnan) 
 
 

   e-ISSN 3032-601X & p-ISSN 3032-7105 

    

 

 

Vol. 1, No. 1, Tahun 2024  Hal: 46-50                         48 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang menggabungkan studi literatur dan analisis kasus memberikan 

pemahaman yang mendalam tentang policy partnership dan dampaknya terhadap kemandirian 

desa. Dengan memanfaatkan kedua metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi teori-teori 

utama, praktik terbaik, dan tantangan dalam implementasi policy partnership, serta memberikan 

rekomendasi praktis untuk meningkatkan kemandirian desa melalui kolaborasi yang efektif antara 

berbagai pemangku kepentingan (Iza et al., 2022). 

          

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Policy Partnership (Rogate Telaumbanua et al., 2022) Model Kemitraan 

Berhasil Kasus 1 Di Desa A, kemitraan antara pemerintah desa, sektor swasta, dan lembaga non-

pemerintah berhasil membangun infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, yang 

meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kasus 2 Desa B 

melibatkan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil dalam program pelatihan 

keterampilan untuk pemuda, yang berhasil mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan 

pendapatan keluarga. Tantangan dan Kendala Koordinasi  Di beberapa desa, koordinasi antara 

berbagai pemangku kepentingan sulit diatur, menyebabkan konflik kepentingan dan hambatan 

dalam pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan Sumber Daya: Banyak desa menghadapi keterbatasan 

anggaran dan sumber daya manusia yang menghambat pelaksanaan program yang direncanakan. 

Dampak Policy Partnership (Apriyansyah et al., 2019) Peningkatan Kapasitas Desa Pendidikan 

dan Pelatihan: Program pelatihan yang dilaksanakan melalui kemitraan telah meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa, membantu mereka untuk lebih mandiri secara 

ekonomi. Infrastruktur Pembiayaan dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan bersama-sama 

dengan sektor swasta telah memperbaiki akses dan kualitas hidup di desa. 

Penguatan Ekonomi Lokal Diversifikasi Usaha Kemitraan dengan sektor swasta telah 

membuka peluang bagi desa untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM), serta 

memasarkan produk lokal ke pasar yang lebih luas. Akses Pasar Beberapa desa berhasil 

mendapatkan akses pasar baru melalui kolaborasi dengan pelaku usaha, meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Efisiensi 

Penggunaan teknologi dan praktik terbaik yang diperkenalkan melalui kemitraan telah 

meningkatkan efisiensi pelayanan publik di beberapa desa. Inovasi Penerapan solusi inovatif 

dalam pelayanan, seperti sistem informasi berbasis web, telah memperbaiki akses dan transparansi 

layanan. Pembahasan (Malik, 2024) 

Analisis Keberhasilan Policy Partnership Faktor-faktor Keberhasilan Koordinasi yang 

Efektif: Kasus-kasus yang berhasil menunjukkan pentingnya koordinasi yang baik antara semua 

pemangku kepentingan. Pembentukan forum koordinasi dan komunikasi yang rutin membantu 

menyelaraskan tujuan dan mengatasi masalah secara cepat. Keterlibatan Masyarakat Keterlibatan 
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aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan meningkatkan relevansi dan 

dukungan terhadap program-program yang dilaksanakan. 

Komitmen dan Dukungan: Dukungan penuh dari semua pihak, termasuk dukungan politik, 

komitmen sektor swasta, dan partisipasi masyarakat, adalah kunci untuk keberhasilan kemitraan. 

Tantangan dan Solusi (Erlianti, 2019) Koordinasi dan Sinergi: Tantangan dalam koordinasi dapat 

diatasi dengan membentuk mekanisme koordinasi yang jelas dan memfasilitasi dialog terbuka 

antar pemangku kepentingan. Penggunaan teknologi komunikasi juga dapat meningkatkan sinergi. 

Keterbatasan Sumber Daya: Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, desa dapat 

memanfaatkan sumber daya dari berbagai pihak dan mencari solusi inovatif seperti crowdfunding 

atau kemitraan dengan lembaga donor. Perbedaan Kepentingan: Menyusun kesepakatan dan 

perjanjian yang jelas sejak awal, serta melakukan mediasi jika terjadi konflik kepentingan, dapat 

membantu mengurangi ketegangan antara pemangku kepentingan. Analisis Dampak Policy 

Partnership Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian Desa Kapasitas Kelembagaan: Kemitraan 

telah membantu memperkuat kapasitas kelembagaan desa dengan menyediakan pelatihan, sumber 

daya, dan dukungan teknis.Kemandirian Ekonomi: Program-program ekonomi yang berhasil 

menunjukkan bagaimana kemitraan dapat mendorong kemandirian ekonomi desa melalui 

diversifikasi usaha dan peningkatan akses pasar. 

Pengaruh terhadap Kualitas Hidup Kesejahteraan Masyarakat: Pembiayaan dan 

pembangunan infrastruktur serta program pelatihan keterampilan telah berkontribusi pada 

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan Layanan: Peningkatan 

efisiensi dan inovasi dalam pelayanan publik telah memberikan manfaat langsung kepada 

masyarakat, seperti akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan. Rekomendasi 

(Susanti et al., 2018) Penguatan Koordinasi Mekanisme Koordinasi Membentuk mekanisme 

koordinasi yang jelas dan rutin, termasuk forum dialog antar pemangku kepentingan, untuk 

meningkatkan efektivitas kemitraan. 

Teknologi Komunikasi Menggunakan teknologi untuk memperbaiki komunikasi dan 

sinergi antar pihak. Peningkatan Sumber Daya Sumber Daya Eksternal Mencari dukungan dari 

lembaga donor, sektor swasta, dan crowdfunding untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan 

sumber daya. Inovasi Mengadopsi solusi inovatif untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya 

yang ada. Keterlibatan Masyarakat Partisipasi Aktif: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program untuk memastikan relevansi dan dukungan yang lebih 

besar. Transparansi dan Akuntabilitas: Menyediakan informasi yang jelas dan transparan 

mengenai program-program yang dilaksanakan dan melibatkan masyarakat dalam evaluasi hasil. 

 

 

 KESIMPULAN 

Policy partnership telah terbukti efektif dalam mewujudkan kemandirian desa dengan 

memanfaatkan kekuatan dan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan 

kemitraan sangat dipengaruhi oleh koordinasi yang efektif, keterlibatan masyarakat, dan dukungan 

penuh dari semua pihak. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan perbedaan 
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kepentingan harus diatasi melalui mekanisme koordinasi yang jelas dan solusi inovatif. Dengan 

menerapkan rekomendasi yang dihasilkan dari analisis, desa dapat memperkuat kemandirian dan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kemitraan kebijakan yang efektif. 
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